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ABSTRAK 

DJP telah mengembangkan sistem E-SPT Unifikasi. Sistem ini memudahkan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tanpa perlu mengantri di 

kantor Pelayanan Pajak, dan memudahkan proses penyetoran dan pelaporan. 

Namun, dalam kenyataannya wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami 

prosedur dan mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik. Akibatnya, 

masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam 

menentukan Masa Pajak seperti yang terjadi oleh PT. CPA. PT. CPA sebagai 

perusahaan developer, melakukan penyerahan bangunan. Atas Penyerahan tersebut 

terutang PPN senilai Rp 73.927.100,00. Namun, dalam proses penyetorannya, PT. 

CPA melakukan kesalahan yakni, menyetor di Masa Pajak yang berbeda dari 

penyerahan yang terjadi. Sehingga atas kesalahan Masa Tidak Sama tersebut, PT. 

CPA mengajukan permohonan Pemindahbukuan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus dan bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

kesalahan Masa Pajak Tidak Sama dan mengetahui mekanisme Pemindahbukuan.  

 

Kata Kunci : Masa Pajak Tidak Sama, PPN, Pemindahbukuan  
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ABSTRACT 

The tax office (DJP) has developed the Unified E-SPT system. This system 

facilitates taxpayers in fulfilling their tax reporting obligations without the need to 

queue at the Tax Service Office, and it simplifies the process of payment and 

reporting. However, in reality, taxpayers face difficulties in understanding the 

procedures and mechanisms of electronic tax reporting. As a result, many taxpayers 

make mistakes, such as errors in determining the Tax Period, as happened with PT. 

CPA. PT. CPA, as a developer company, made a building handover. For this 

handover, Value Added Tax (VAT) of Rp 73,927,100.00 is due. However, in the 

payment process, PT. CPA made a mistake by submitting the payment in a different 

Tax Period from the actual handover. Consequently, due to this Tax Period 

mismatch, PT. CPA filed a Transfer Pricing application. This research utilizes a 

case study approach and aims to identify the causes of the Tax Period mismatch 

error and understand the mechanism of Transfer Pricing. 

 

Keyword : Unequal Tax Period, VAT, Overbooking  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 

penting dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Tugas pemungutan 

pendapatan negara dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mendelegasikan 

kewenangan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan 

kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu maupun perusahaan, 

yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan 

digunakan untuk memenuhi keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran 

rakyat. 

Pelaporan pajak menggunakan SPT manual memiliki kekurangan, terutama 

bagi wajib pajak yang melakukan transaksi besar. Mereka harus menyertakan 

dokumen fisik dalam jumlah yang besar kepada KPP, dan proses perekaman data 

secara manual memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya, pelaporan SPT 

menjadi tertunda dan terlambat, berpotensi menyebabkan denda. Selain itu, ada 

risiko kesalahan manusia dalam proses pengulangan perekaman data manual oleh 

petugas pajak, yang dapat mengganggu optimalisasi penerimaan pajak. 

Dalam mengatasi masalah tersebut, DJP telah mengembangkan sistem E-SPT 

Unifikasi. Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPT tanpa perlu mengantri di kantor Pelayanan Pajak, dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan. Selain itu, pengiriman data 

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan fleksibilitas, kapan saja dan di 

mana saja selama 24 jam dalam 7 hari. Data yang dikirim langsung masuk ke 

database Direktorat Jenderal Pajak melalui website DJP menggunakan fasilitas 

internet. 

Namun, dalam kenyataannya, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan 

kewajiban pajak melalui fasilitas ini. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam 

memasukkan data dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman mengenai 
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prosedur dan mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik. Akibatnya, 

masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam 

menentukan Masa Pajak yang tidak sesuai. Hal ini terjadi karena adanya 

keterlambatan dalam pelaporan pajak masukan yang tidak sesuai dengan masa 

pajak yang berlaku. 

Pemindahbukuan menurut Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 adalah proses 

memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak 

yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi 

kesalahan penyetoran pajak. Kesalahan tersebut bisa terjadi baik dari sisi wajib 

pajak, bank persepsi, pegawai DJP, maupun pihak lainya. Untuk melakukan 

pemindahbukuan, wajib pajak perlu menyusun surat permohonan. Surat 

permohonan pemindahbukuan harus diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang bertanggung jawab atas penyetoran dan administrasi pajak. Wajib pajak dapat 

menyampaikan surat permohonan pemindahbukuan secara langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak yang berwenang atau melalui layanan pos atau jasa pengiriman 

dengan menyertakan bukti pengiriman ke Kantor Pelayanan Pajak yang 

bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 17 ayat 2. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas 

transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau 

wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP), besaran tarif PPN penjualan rumah ditetapkan sebesar 11% dari harga 

jual. Jadi, ketika seseorang membeli rumah, maka akan dikenakan PPN sebesar 

11% dikalikan harga jual. 

PT. CPA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang developer 

perumahan. Pada masa Maret 2023 PT. CPA melakukan penyetoran senilai Rp. 

73.927.100,00. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 

s.t.t.d Undang Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, atas penyerahan bangunan tersebut terhutang PPN pada saat terjadinya 

penyerahan atau pada saat pelunasan. Sehingga, PT. CPA melakukan pemungutan 

PPN dan selanjutnya di setor ke kas negara. Namun, dalam proses penyetorannya 
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terjadi kesalahpahaman antar manajemen PT. CPA, PT. CPA yang seharusnya 

membayar pada masa April (sesuai tanggal penyerahan dalam AJB (Akta Jual 

Beli)) namun, penyetoran PPN terutang dibayarkan pada masa Maret. Sehingga, 

atas kesalahan tersebut PT. CPA mengajukan pemindahbukuan ke masa berikutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, maka rumusan yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa penyebab terjadinya pemindahbukuan pada PT. CPA? 

2. Bagaimana mekanisme pemindahbukuan pada PT. CPA? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah: 

1. Mengetahui penyebab terjadinya pemindahbukuan pada PT. CPA 

2. Mengetahui mekanisme pemindahbukuan pada PT. CPA 

1.4 Manfaat 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis dan pembaca. Berikut merupakan manfaat dari Laporan 

Tugas Akhir ini dibuat : 

1. Dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang didapat saat 

perkuliahan dan menerapkannya di dunia kerja.  

2. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya 

mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak di PT. CPA 

3. Meningkatkan kemampuan dalam analisis dan pemecahan suatu kasus 

terkait dengan pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di 

PT. CPA  

4. Dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan referensi bagi pembaca 

yang membutuhkan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum 

 Dalam penelitian Tugas Akhir ini penulis  menggunakan dasar hukum, 

diantaranya : 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 

Penyetoran Dan Penyetoran Pajak. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

3. Undang-Undang PPN No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan 

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara 

Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan. 

 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam satu tahun pajak. Pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 1 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 112. 

Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, 

hadiah, dan lain lain. 

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas 

UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak 
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penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara 

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut Pemerintah RI (2009). 

Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, 

yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

Dalam Undang-Undang HPP No, 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh 

DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai resmi naik menjadi 11%, tarif PPN 11% mulai 

berlaku sejak 1 April 2022. Berikut adalah objek PPN : 

1.Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di 

dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 

2.Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean. 

3.Ekspor BKP dan/atau JKP. 

4.Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. 

5.Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut 

tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat 

perolehannya dapat dikreditkan. 

2.3 Pemindahbukuan 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 1 

pemindahbukuan adalah suatu proses memindahkan penerimaan pajak 

untuk  dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam hal terjadi 

kesalahan dapat  berupa kesalahan dalam pengisian objek pajak, kode akun 

pajak, kode jenis  setoran, masa pajak, tahun pajak atau jumlah penyetoran 

pajak dan masih banyak  kesalahan-kesalahan lain yang menyebabkan 

pemindahbukuan.  

TUGAS AKHIR MUHAMMAD DZUL KMEKANISME PEMINDAHBUKUAN PAJAK ...

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



6 

 

 

 

Dalam hal terjadi kesalahan maka dapat diajukan 

permohonan  pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, permohonan 

ini diajukan  dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan yang 

dapat  disampaikan secara langsung ke kantor Pelayanan Pajak tempat 

penyetoran  diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan 

bukti pengiriman  surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat penyetoran 

diadminisrasikan.  

Apabila permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan yang  dijelaskan 

dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

242/  PMK.03/2014 maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan 

Bukti  Pemindahbukuan. Bukti pemindahbukuan merupakan dasar 

penyesuaian atas  penyetoran dan penyetoran pajak yang dilakukan Wajib 

Pajak.  

2.4 Penyebab Pemindahbukuan  

Penyebabkan terjadinya pemindahbukuan diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 16 yakni, Dalam hal terjadi 

kesalahan penyetoran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Beberapa hal 

tersebut meliputi : 

a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir 

SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib 

Pajak lain 

b. Pemindahbukuan dilakukan karena terdapat kesalahan dalam pengisian 

data penyetoran pajak melalui sistem penyetoran pajak elektronik 

sesuai dengan informasi yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara 

(BPN). 

c. Pemindahbukuan dilakukan karena terdapat kesalahan dalam proses 

perekaman atas formulir SSP dan SSPCP yang dilakukan oleh Bank 

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang 

Asing 
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d. Pemindahbukuan dilakukan karena terjadi kesalahan dalam proses 

perekaman atau pengisian Bukti Penerimaan Penyetoran (Bukti Pbk) 

oleh staf yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. 

e.  Pemindahbukuan dilakukan untuk memecah setoran pajak yang 

terdapat dalam formulir SSP, SSPCP, Bukti Penerimaan Negara 

(BPN), atau Bukti Penerimaan Penyetoran (Bukti Pbk) menjadi 

beberapa jenis pajak atau setoran yang berbeda dari beberapa Wajib 

Pajak, dan/atau objek pajak PBB. 

f. Pemindahbukuan karena jumlah penyetoran pada SSP, BPN, atau 

Bukti Pbk  lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat 

Pemberitahuan, surat  ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang,  Surat Ketetapan Pajak PBB atau 

Surat Tagihan Pajak PBB.  

g. Pemindahbukuan dilakukan ketika jumlah penyetoran yang tercatat 

dalam SSPCP atau Bukti Penerimaan Penyetoran (BPK) melebihi 

jum;ah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan 

pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/ surat 

penetapan ; dan  

h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal 

Pajak. 

Kesalahan-kesalahan yang menyebab kan terjadinya pemindahbukuan yaitu:  

a. Kesalahan dalam pengisian formulir SSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau 

nama  Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak 

dan/atau kode  jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor 

ketetapan, dan/atau jumlah penyetoran.  

b. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP 
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pemilik  barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun 

Pajak, atau  jumlah penyetoran pajak.  

c. Kesalahan dalam pengisian data penyetoran pajak yang tertera dalam 

BPN  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan 

dalam  pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak 

objek  pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak 

dan/atau  Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah penyetoran.  

d. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank 

Devisa  Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2)  huruf c terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli 

SSP, SSPCP, berbeda  dengan data penyetoran yang telah palidasi oleh 

Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata 

Uang Asing.  

e. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas 

Direktorat  Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

terjadi dalam hal  data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan 

permohonan  Pemindahbukuan Wajib Pajak.  

f. Pemindahbukuan atas penyetoran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan 

Bukti  Pbk dapat dilakukan ke penyetoran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan 

Bea  Meterai.  

Pemindahbukuan atas penyetoran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan 

Bukti  Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:  

a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan 

dengan  Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan 

ketentuan Pasal 9  ayat (8) Undang-Undang PPN;  

b. Pemindahbukuan ke penyetoran PPN atas objek pajak yang harus 

dibayar  sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang 

kedudukannya  dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau  
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c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan 

dengan  membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan 

meterai  digital.  
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

3.1 Objek 

Subjek Penelitian ini adalah PT. CPA adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perumahan atau developer, berdiri sejak tahun 2009 disahkan dengan Akte 

Pendirian No.  2XX/CPA/2009 Dan Akte Perubahan No. 2XX/CPA/2015 Tanggal 

31 Mei 2009 Lokasi pendirian perusahaan berada di Gresik namun memiliki Kantor 

Pusat di Banjarmasin, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Banjarmasin. 

Dalam Tugas Akhir ini memiliki objek studi kasus yakni Pemindahbukuan atas 

kesalahan masa pajak tidak sama.Objek penelitian ini adalah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) Tahun 2022. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), besaran tarif PPN penjualan 

rumah ditetapkan sebesar 11% dari harga jual. Jadi, ketika seseorang membeli 

rumah, maka akan dikenakan PPN sebesar 11% dikalikan harga jual. 

3.2 Waktu 

Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan April 2023. 

Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada bulan April 2023 

hingga bulan Mei 2023. Pengajuan topik Tugas Akhir dilakukan pada bulan Mei 

2023, Proses penyusunan Tuas Akhir ini dilakukan hingga bulan Juni  2023. 

3.3 Metode Kajian 

Metode yang digunakan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir 

berjudul “Pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat masa pajak tidak 

sama di PT. CPA” menggunakan metode pendekatan studi kasus. Menurut 

Sugiyono (2016) studi kasus adalah penelitian yang mempelajari suatu kasus secara 

terperinci, baik itu kasus tunggal maupun beberapa kasus dengan pendekatan 

kualitatif.  Metode yang digunakan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir 

berjudul “Pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat masa pajak tidak 

sama di PT. CPA” menggunakan metode pendekatan studi kasus. Menurut 

Sugiyono (2016) studi kasus adalah penelitian yang mempelajari suatu kasus secara 
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terperinci, baik itu kasus tunggal maupun beberapa kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sartono (2010) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur 

atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

Menurut Basri (2014), seiring dengan perkembangan jaman, khususnya dalam 

bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan 

metode kualitatif dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan 

manajemen bereputasi baik. Prosedur pengumpulan data yang digunakan melalui 

wawancara dengan Pimpinan PT. CPA dan memeriksa arsip dokumentasi
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pelaksanaan  

PT. CPA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang developer 

perumahan, berdiri sejak tahun 2009 Lokasi pendirian perusahaan berada di 

Gresik namun memiliki kantor pusat di Banjarmasin. PT. CPA telah  

dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena Pajak (PKP).  PT. CPA memiliki 

beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi seperti PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 4 ayat 2, dan PPN. PT. CPA memliki 2 divisi yang menangani perpajakan 

dan akte jual beli. Pada bulan April PT. CPA melakukan kesalahan saat 

melakukan penyetoran PPN yaitu setor dibulan April yang seharusnya, tapi 

ternyata transaksi akte jual beli dibulan maret. Namun secara tidak sengaja PT. 

CPA melakukan penyetoran pajak dengan masa yang salah Upaya yang 

dilakukan oleh PT. CPA dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan 

pemindahbukuan atas pajak yang telah disetorkan tersebut 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Penyebab Pemindahbukuan 

PT. CPA telah resmi ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan 

harus memperhitungkan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak 

lain dalam pajak yang harus dibayar. PT. CPA bertanggung jawab untuk 

mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengeluarkan faktur pajak, serta 

menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara rutin. PPN 

yang dikenakan adalah sebesar 11% dari harga jual. Adapun perhitungan PPN 

terutang atas penyerahan bangunan pada masa Maret 2022 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan Maret 

2022 

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif = PPN Terutang 

Rp 672.064.545 X 10% = Rp 67.206.454,5,- 
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Namun, PT. CPA telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

untuk penjualan pada bulan April 2022 dengan jumlah penyetoran sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan April 

2022 

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif = PPN Terutang 

Rp 672.064.545 X 10% = Rp 73.927.100,- 

Hal tersebut terjadi karena kesalaham masa setor sehingga mempengaruhi tarif 

PPNnya. Sehingga, PPN yang disetorkan oleh PT. CPA sebesar RP. 

73.927.100,00. Kesalahan yang dilakukan oleh staf PT. CPA saat melakukan 

penyetoran tersebut karena penginputan masa pajak yang salah. Oleh karena itu, 

PT. CPA perlu melakukan upaya untuk pemindahbukuan atas pajak yang telah 

disetor , dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Maret dan April serta 

Kompensasi ke Masa selanjutnya (April). 

4.2.2 Mekanisme Pemindahbukuan 

PT. CPA melakukan pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan 

Penyetoran Pajak. PT. CPA melakukan permohonan pemindahbukuan di 

tempat PT. CPA terdaftar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya 

Banjarmasin. Permohonan pemindahbukuan diajukan tanggal 22 April 

2022, untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa April kode 100 dengan DPP 

sebesar Rp 672.064.545 dan PPN terutang sebesar Rp 73.927.100 ke Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Maret kode 100 dengan DPP sebesar Rp 

672.064.545 dan PPN terutang sebesar Rp 73.927.100. Berikut mekanisme 

mengajukan pemindahbukuan yang dilakukan oleh PT. CPA : 

1. Dalam permohonan pemindahbukuan ini, terdapat dua dokumen yang 

diperlukan, yaitu Surat Permohonan Pemindahbukuan dan Bukti 

Penerimaan Negara. PT. CPA telah membuat Surat Permohonan 

Pemindahbukuan untuk melakukan pemindahbukuan dari Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN) Masa April dengan kode 100, dengan jumlah 

sebesar Rp 73.927.100 Surat Permohonan Pemindahbukuan tersebut 

juga dilengkapi dengan lampiran Bukti Penerimaan Negara (BPN). 

2. PT. CPA memutuskan untuk mengunjungi secara langsung Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin untuk menyerahkan 

dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan pemindahbukuan. 

Setelah permohonan pemindahbukuan diajukan, PT. CPA diberikan 

Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti bahwa permohonan telah 

diterima. 

3. Setelah surat permohonan pemindahbukuan disampaikan, proses 

pengolahannya akan dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari 

sejak pengajuan surat permohonan. Surat permohonan tersebut akan 

diproses oleh Kepala Kantor untuk menentukan apakah permohonan 

akan ditolak atau dikabulkan. 

4. Dalam kasus ini, permohonan pemindahbukuan dari PT. CPA telah 

dinyatakan diterima setelah Surat Pemindahbukuan diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin pada 

tanggal 27 April 2022 untuk kode setor 100. Selanjutnya, keputusan 

berikutnya juga diterima oleh PT. CPA. 

5. PT. CPA mengambil Bukti pemindahbukuan yang telah disetujui di 

Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin dengan 

membawa Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah diterima saat 

mengajukan surat permohonan pemindahbukuan atau dengan 

melakukan permohonan dikirim ke alamat PT. CPA sesuai dengan 

alamat yang tertera pada akun DJP Online. 

4.3 Solusi  

Dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai PT. 

CPA, PT. CPA memiliki selisih untuk melakukan pemindahbukuan sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Penyetoran Pajak. Pasal 1 

ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 menjelaskan 
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bahwa PT. CPA dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan berdasarkan 

kesalahan masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin, 

tempat PT. CPA terdaftar. 

PT. CPA mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya 

Banjarmasin untuk menyerahkan dokumen permohonan pemindahbukuan, 

termasuk Surat Permohonan Pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara. 

Setelah itu, PT. CPA akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda 

bahwa permohonan telah diterima. Surat permohonan tersebut akan diproses oleh 

Kepala Kantor dalam waktu maksimal 30 hari sejak pengajuan permohonan. 

Kantor Pelayanan Pajak telah mengambil keputusan untuk menerima 

permohonan pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai dari PT. CPA pada 21 

April 2022, Sementara itu, keputusan mengenai pemindahbukuan Pajak 

Pertambahan Nilai diterima pada tanggal 27 April 2022. PT. CPA kemudian 

mengambil Bukti Pemindahbukuan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Madya Banjarmasin dengan membawa Bukti Penerimaan Surat yang 

diperoleh saat mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan.. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan : 

1. PT. CPA melakukan penyerahan sebuah bangunan pada masa Maret (sesuai 

dengan AJB) sehingga atas penyerahan tersebut PT. CPA terutang PPN dengan 

DPP senilai Rp 672.064.545 dan nilai PPN terutang senilai Rp 73.927.100 . 

Namun, dalam proses penyetorannya PT. CPA divisi pajak menyetor PPN 

terutang tersebut untuk masa April. Sehingga, atas kesalahan masa pajak tidak 

sama tersebut dilakukan pemindahbukuan. 

2. PT. CPA melakukan pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan 

Penyetoran Pajak. PT. CPA melakukan permohonan pemindahbukuan di tempat 

PT. CPA terdaftar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin . 

Permohonan pemindahbukuan diajukan tanggal 22 April 2022, untuk Pajak 

Pertambahan Nilai Masa April kode 100 sebesar Rp 73.927.100 ke Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Maret kode 100 sebesar Rp 73.927.100. 

5.2 Saran 

PT. CPA seharusnya dalam setiap transaksi penjualan bangunan, 

seharusnya setiap divisi melakukan koordinasi yang baik. AJB (Akta Jual Beli) 

merupakan bukti transaksi jual beli yang sah dan sebagai dasar pengalihan hak 

kepemilikan properti. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2008 dan SE-30/PJ/2013 

diketahui bahwa saat terutangnya PPN adalah saat pelunasan yang tercantum dalam 

AJB. Sehingga masa pajak yang seharusnya tertulis dalam BPN adalah masa pajak 

sesuai dengan saat pelunasan dalam AJB. Sehingga, sebelum divisi pajak pada PT. 

CPA menyetor dan melaporkan PPN wajib melakukan konfirmasi ke divisi legal 

terkait tanggal AJB atau PPJB terbit. Sehingga, dengan langkah tersebut PT. CPA 

tidak terjadi kesalahan masa pajak tidak sama.
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